
BUPATI GIANYAR 

PROVINSI B A L I 

PERATURAN D A E R A H KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT D A E R A H 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga 

dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat di Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah sudah 

tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan h u k u m 

saat in i , sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

d imaksud dalam huru f a dan huru f b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

S u s u n a n Perangkat Daerah; 

Mengingat : 1. l 18 ayat (6) g Dasar Negara 

Republik Indonesia T a h u n 1945; 

SALINAN

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945


2.  Undang-Undang  Nomor  69  Tahun  1958  tentang

  Pembentukan  Daerah  daerah  Tingkat  II  dalam

Wilayah  Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa  Tenggara
Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  122,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  1655);

3.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir

dengan  Undang-  Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-  Undang  Nomor  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran

  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5679);

4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang

  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),

sebagaimana  telah  diubah  Peraturan  Pemerintah
  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas

Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang

Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  1870,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6402);

5.  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2016  tentang
  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Tahun  2016

Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten

Gianyar  Nomor  5);

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52348
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016
https://jdih.gianyarkab.go.id/pencarian/param?kategori=perda&nomor=5&tahun=2016&tentang=PEMBENTUKAN+DAN+SUSUNAN+PERANGKAT+DAERAH


DENGAN P E R S E T U J U A N B E R S A M A 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

dan 

BUPATI GIANYAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN D A E R A H NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 

T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar 

T a h u n 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gianyar Nomor 5) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasa l 9 d i tambahkan diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) UPT bidang kesehatan berupa Rumah Sakit 

Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 

merupakan unit organisasi bersifat k h u s u s serta 

pusat kesehatan masyarakat sebagai unit 

organisasi yang bersifat fungsional yang 

memberikan layanan secara profesional. 

(2) Rumah Saki t Umum Daerah dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata 

kelola rumah sakit , tata kelola pusat kesehatan 

masyarakat , tata kelola k l in is dan menerapkan 

pola pengelolaan keuangan B L U D . 



(3) R u m a h Saki t U m u m Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan Rumah Saki t 

U m u m Daerah Tipe B dan Tipe C. 

(4) Rumah Saki t Umum Daerah Tipe B sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Direktur 

Rumah Saki t merupakan Pejabat Eselon II.b. 

(5) R u m a h Saki t Umum Daerah Tipe C sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Direktur 

Rumah Saki t merupakan Pejabat Eselon I I I .a 

(6) Direktur Rumah Saki t U m u m Daerah dalam 

pengelolaan keuangan dan barang mil ik Daerah 

serta Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupat i 

melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. 

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) d i laksanakan melalui penyampaian 

laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

barang mil ik Daerah serta bidang kepegawaian. 

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 dis is ipkan 1 (satu) Pasal 

yakn i Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas, Bagan 

Struktur , S u s u n a n Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja R u m a h Saki t Umum Daerah diatur dengan 

Peraturan Bupat i . 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

be r iku t : 

Pasa l 13 

Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah in i tetap menjalankan tugas dan 



fungsinya sampai dengan d i te tapkannya Kedudukan , 

S u s u n a n Organisasi , Tugas dan Fungs i serta Ta ta 

Ker ja Perangkat Daerah dan Uni t Ker ja sesua i dengan 

Peraturan Daerah in i . 

Pera turan Daerah in i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 

pengundangan Peraturan Daerah in i dengan 

penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gianyar . 

I M A D E G E D E WISNU WIJAYA 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N GIANYAR TAHUN 2 0 2 1 NOMOR 2 

N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N GIANYAR PROVINSI B A L I : 

(2,15/2021) 

Pasa l I I 

Di tetapkan di G ianyar 

pada tanggal 7 Apr i l 2021 

B U P A T I G I A N Y A R 

Diundangkan di G ianyar 

pada tanggal 7 Apr i l 2 0 2 1 

S E K R E T A R I S D A E R A H KABUP/YfEN GIANYAR, 



P E N J E L A S A N 

ATAS 

PERATURAN D A E R A H KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

UMUM 

Dengan ber lakunya Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 

T a h u n 2004, m a k a berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

baik pusat maupun daerah sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut dasar 

dar i pembentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru . 

Dasar pembentukan pemerintah daerah yang baru . Sebagai t indak 

lanjut dar i ketentuan Pasa l 209 Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014, 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah untuk 

memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan 

bebas korupsi , kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, 

profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Saki t Daerah belum 

mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara 

optimal, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2018 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 1870, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402. 

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kepala 

Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan 

obyektif un tuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 



bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme, yang d ibukt ikan 

dengan mas ih tingginya angka t indak pidana korupsi di l ingkungan 

Pemerintah Daerah. 

R u m a h sakit Daerah sebagai sa lah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan yang mempunyai karakter ist ik dan organisasi yang sangat 

komplek, memerlukan kebijakan k h u s u s untuk mendukung 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan Rumah Sakit 

Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola 

R u m a h Saki t dan tata kelola k l in is yang bersifat otonom dalam 

pengelolaan keuangan dan barang mil ik Daerah serta bidang 

kepegawaian sehingga dalam prakt iknya memberi dampak pada 

penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada 

masyarakat . 

Berdasarkan pertimbangan di atas Peraturan Daerah ini 

d i tunjukkan untuk merevisi beberapa S t ruktur Organisasi dan Tata 

Kerja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. 

Sesua i dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah, se luruh perangkat 

daerah yang melaksanakan u rusan pemerintah dibidang kesatuan 

bangsa dan politik ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

dan untuk memberikan kepastian h u k u m Undang-Undang Nomor 23 

T a h u n 2014, disebutkan bahwa u rusan pemerintahan kongkuren yang 

menjadi kewenangan daerah terdiri atas u rusan pemerintahan wajib 

dan u rusan pemerintahan pil ihan. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 



I I . PASAL D E M I PASAL 

Pasal I 

Cukup je las. 

Pasal I I 

Cukup je las. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2 




